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Menindaklanjuti hasil evaluasi jabatan ASN lingkup Kementerian Pertanian yang telah

mendapatkan persetujuan dari Kementerian PAN RB, dapat kami sampaikan beberapa hal
sebagai berikut:

1.

Menteri Pertanian telah menetapkan nama dan kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara
lingkup Kementerian Pertanian melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor
01/KPTS/KP.010/M/01/2024 tentang Nama dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara
Lingkup Kementerian Pertanian (terlampir);

. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor

551.1/Kpts/Kp.010/M/9/2021 tentang Nama dan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil
Lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 213/Kpts/Kp.010/M/05/2023 tentang Perubahan
Kelima Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 551.1/Kpts/Kp.010/M/9/2021 tentang

Nama dan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kementerian Pertanian, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku; dan

. Setiap perubahan nama dan kelas jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran |, II,

dan |l Keputusan ini dilakukan melalui proses rekonsiliasi perubahan data pemangku
jabatan.

Atas perhatian dan kerjésamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan:

NIP 197211061999032002

Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian.



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 01/KPTS/KP.010/M/01/2024

TENTANG

NAMA DAN KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dengan adanya penyederhanaan organisasi dan
penyetaraan jabatan, serta perubahan lingkungan
strategis di Kementerian Pertanian, perlu mengatur
kembali nama, dan kelas jabatan berdasarkan evaluasi
jabatan di lingkup Kementerian Pertanian;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu meninjau dan
menetapkan kembali Keputusan Menteri Pertanian
Nomor 551.1/Kpts/Kp.010/M/9/2021 tentang Nama
dan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil Lingkup
Kementerian Pertanian sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Pertanian
Nomor 213/Kpts/Kp.010/M/05/2023 tentang
Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Pertanian
Nomor 551.1/Kpts/Kp.010/M/9/2021 tentang Nama
dan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil Lingkup
Kementerian Pertanian.

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2018 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian
Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 215);

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203)



Memperhatikan :

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang
Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 1250);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2019
tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi
Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 365)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun
2019 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja
Bagi Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1141);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang
Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 1047);

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 656 Tahun 2023
tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor B/ 1084 /M.SM.02.00/2023
tanggal 6 Oktober 2023 hal Persetujuan Penetapan
Hasil Evaluasi Jabatan Fungsional Guru Besar di
Lingkungan Kementerian Pertanian;

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokasi Nomor B/1364/M.SM.02.00/2023
tanggal 22 Desember 2023 hal Persetujuan Penetapan
Kelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan
Kementerian Pertanian.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG NAMA DAN
KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP
KEMENTERIAN PERTANIAN.

Nama dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara Lingkup
Kementerian Pertanian tercantum pada Lampiran I,
Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Nama dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara Lingkup
Kementerian Pertanian merupakan pedoman atau acuan
bagi Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkup Kementerian
Pertanian dalam menetapkan pemangku jabatan pada unit
kerjanya, setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari
Sekretaris Jenderal u.p Kepala Biro Organisasi dan
Kepegawaian.

Bagi Pejabat Pelaksana lingkup Kementerian Pertanian yang
belum memenuhi syarat jabatan sebagaimana tercantum
pada Lampiran III, diberikan kelas jabatan yang sama
dengan kelas jabatan sebelumnya, namun wajib memenuhi
syarat jabatan paling lama 5 (lima) tahun sejak Surat Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
tersebut di atas diterbitkan.

Perubahan kelas jabatan:

a) Jabatan Fungsional Pamong Budaya berlaku terhitung
mulai tanggal 1 September 2023;

b) Jabatan Fungsional Guru Besar berlaku terhitung mulai
tanggal 1 Oktober 2023;

c) Tenaga Ahli Menteri mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang
Penunjukkan Tenaga Ahli Menteri.

Nama dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara Badan
Karantina Pertanian berlaku sampai dengan beralihnya
status kepegawaian Aparatur Sipil Negara Badan Karantina
Pertanian menjadi Aparatur Sipil Negara Badan Karantina
Indonesia.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan
Menteri Pertanian Nomor 551.1/Kpts/Kp.010/M/9/2021
tentang Nama dan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil
Lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Pertanian
Nomor 213/Kpts/Kp.010/M/05/2023 tentang Perubahan
Kelima Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor
551.1/Kpts/Kp.010/M/9/2021 tentang Nama dan Kelas
Jabatan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kementerian
Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku






